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ABSTRAK 

Sebagai kaum yang menyandang keterbatasan, penyandang disabilitas kerap 

dikesampingkan keberadaan serta haknya karena dianggap memiliki keterbatasan 

secara fisik, mental maupun sensorik. Padahal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

sebagai konstitusi Indonesia sangat menjunjung keadilan, bahkan kesetaraan hak 

tanpa membeda-bedakan bentuk fisik, ras, budaya, suku maupun agama. Setiap 

manusia memiliki hak, kewajiban serta kedudukan yang sama di mata hukum 

termasuk penyandang disabilitas. Dengan itu, pemerintah membentuk Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesetaraan hak 

bagi penyandang disabilitas, salah satu hak yang terdapat dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu di bidang politik terkait pendidikan politik 

pada Pasal 62. Kesbangpol dalam hal ini menjadi salah satu instansi yang 

berwenang karena memiliki fungsi dalam pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

politik dalam negeri. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 

Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

dalam memberikan fasilitas pendidikan politik oleh Kesbangpol Provinsi 

Lampung dan bagaimana Fikih Siyasah memandang Permasalahan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penulis ingin 

menyampaikan dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan suatu 

permasalahan yang ada di lapangan. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian 

lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat 

secara dekat objek yang akan diteliti. Sehingga data yang digunakan adalah 

primer yang bersumber langsung dari data lapangan, serta data sekunder yaitu 

data pendukung yang berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, skripsi dan 

pendapat para ahli. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 

2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam 

bidang politik khususnya pendidikan politik tidak terlaksana karena pihak 

Kesbangpol belum memiliki program serta dana untuk penyandang disabilitas 

dalam mendapatkan fasilitas pendidikan politik dan hanya melakukan sosialisasi 

pendidikan politik kepada pemilih pemula. Sedangkan, Tinjauan Fikih Siyasah 

terhadap Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 

Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

tidak terlaksana, hal ini dibuktikan dengan siyasah tanfidziyyah atau penerapan 

Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum terpenuhi. 

 

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Penyandang Disabilitas, Kesbangpol Provinsi 

Lampung 
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ABSTRACT 

As people with disabilities, people with disabilities are often denied their 

existence and rights because they are considered to have physical, mental and 

sensory limitations. Even though the 1945 Constitution as the Indonesian 

constitution really upholds justice, even equal rights without discriminating 

against physical form, race, culture, ethnicity or religion. Every human being has 

the same rights, obligations and position before the law, including people with 

disabilities. With that, the government formed Lampung Province Regional 

Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights 

of Persons with Disabilities to realize equal rights for people with disabilities, one 

of the rights contained in Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 

2013 concerning Services and Fulfillment of Rights. The rights of Persons with 

Disabilities, namely in the political field, are related to political education in 

Article 62. Kesbangpol in this case is one of the authorized agencies because it 

has a function in coaching and implementation in the field of domestic politics. So 

the formulation of the problem in this research is how to implement Article 62 of 

Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services 

and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in providing political 

education facilities by Kesbangpol Lampung Province and how Fikih Siyasah 

views this problem. 

This research uses qualitative methods, because the author wants to 

convey by describing and describing a problem that exists in the field. This type 

of research is field research, namely research carried out by looking closely at the 

object to be studied. So the data used is primary which comes directly from field 

data, as well as secondary data, namely supporting data which comes from 

sources in the form of books, journals, theses and expert opinions. 

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the 

implementation of Article 62 of Lampung Province Regional Regulation Number 

10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with 

Disabilities in the political field, especially political education, has not been 

implemented because the Kesbangpol does not yet have programs and funds for 

persons with disabilities to obtain facilities. political education and only 

disseminate political education to novice voters. Meanwhile, the Siyasah Fiqh 

Review of the Implementation of Article 62 of Lampung Province Regional 

Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights 

of Persons with Disabilities has not been implemented, this is proven by siyasah 

tanfidziyyah or the implementation of Article 62 of Lampung Province Regional 

Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights 

of Persons with Disabilities has not been fulfilled. 

 

Keywords: Political Education, People with Disabilities, Kesbangpol Lampung 

Province 
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MOTTO 

 

ْْ ِِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا بِ  ََ إِنَّ  ۚ  الْ
َِظُكُمْ بِهِ  ا يَ َِمَّ ًَا بَصِير إِنَّ  ۚ  اللَّهَ نِ ي اللَّهَ كَانَ سََِ  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha melihat”. 

(Q.S al-Nisa‟ [4]: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk memudahkan dalam memahami maksud judul dari penelitian ini 

dan menghindari kesalahpahaman, maka perlu adanya pemaparan secara 

singkat istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian, penelitian ini 

berjudul “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi 

Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”. Adapun istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut; 

1. Implementasi 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

implementasi adalah pelaksanaan.
1
 Istilah suatu implementasi biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, 

konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap.
2 

2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas  

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), 548. 
2 Hernita Ulfatimah, "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. 

Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Skripsi, 2020".6ZXc 
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Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 

tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang 

disabilitas merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Lampung 

guna memenuhi pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang 

disabilitas untuk mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga 

masyarakat lainnya. 

3. Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai 

kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan 

secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, 

penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan 

mental.3 

4. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman 

tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.4 

5. Fiqh Siyasah 

Fiqh secara bahasa (etimologi) memiliki makna pemahaman. 

Sedangkan, secara istilah (terminologi) yakni sebuah 

wawasan  mengenai hukum syar‟i tentang amal perbuatan yang 

didapatkan dari dalil tafshili yaitu sebuah  hukum khusus yang diambil 

                                                             
3
 Ibid., 5. 

4
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 
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dari al-Qur‟an dan al-Sunnah. Sementara kata siyasa berasal dari 

kamus lisan al-Arab yang memiliki arti mengurus, mengatur dan 

memerintah. Adapun pengertian siyasah secara terminologis yang 

memiliki arti memimpin ataupun mengatur segala sesuatu dengan cara 

yang akan membawa pada kebaikan. Dapat disimpulkan bahwa fiqih 

siyasah merupakan salah satu ilmu yang secara umum membahas 

mengenai kepentingan negara serta secara khusus mencakup mengenai 

kebijakan, peraturan dan hukum yang telah diciptakan oleh para 

pemegang jabatan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam.
5
 

Berdasarkan pemaparan istilah diatas, dapat ditegaskan bahwa 

yang dimaksud “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fiqh Siyasah” adalah 

meneliti tentang implementasi pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang 

disabilitas oleh Kesbangpol Provinsi Lampung di bidang politik yang 

kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam khususnya fiqh siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara hukum dimana setiap individu memiliki 

hak dan kesempatan yang sama di mata hukum dan setiap orang atau 

warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan diakui hak-hak nya 

sebagai pribadi di dalam Negara, serta Indonesia mengakui dan 
                                                             

5 Retno Wulandari, „Pengertian Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)‟, 

<https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-islam/>, 02 Februari 2023. 
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menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menjelaskan 

bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.6 Dalam hal ini setiap orang berhak 

mendapatkan hak, kewajiban, peran serta kedudukan yang sama tanpa 

membeda-bedakan termasuk penyandang disabilitas. 

Namun, dalam kehidupan bermasyarakat hak penyandang 

disabilitas kerap diabaikan karena dianggap memiliki keterbatasan secara 

fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama oleh 

sebab itu tindakan-tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas 

masih sering ditemukan dalam kehidupan sosial. Dengan itu pemerintah 

Indonesia telah meratifikasi Convention On The Rights Of Persons With 

Disabillities, selanjutanya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-

undang No 19 Tahun 2011. Ratifikasi CPRD menunjukan adanya 

komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan 

memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu 

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.7  

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama sebagai 

bagian dari warga negara, sudah seharusnya penyandang disabilitas 

diberikan perlindungan atas jaminan hak-haknya sebagai bentuk 

                                                             
6
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7
 Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto, „Pemenuhan Hak Bagi 

Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons 

With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan‟, Integralistik, 1, 2017, 1–9. 
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perwujudan dari perlakuan khusus atas berbagai bentuk diskriminasi 

dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap 

penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, 

berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.8 Penyandang 

disabilitas sebagai kelompok yang rentan kerap tidak mendapatkan 

aksesbilitas, contohnya dalam pemenuhan hak-hak politik, padahal hak 

politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin 

keberadaanya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Undang-undang dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat dan 

martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat 

universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi 

oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak 

hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara 

fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti 

penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.
9 

Dalam pemilu 2019 problematika aksesibilitas terhadap 

penyandang disabilitas dalam setiap pemilu dan pilkada kerap kali terjadi. 

Pertama, ketersediaan sarana bantu disabilitas tuna netra, pemilih dengan 

                                                             
8
 Pemerintah Republik Indonesia, „Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia‟, Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG :  29, 39, 1999, 

43. 
9 Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, „Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang 

Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah‟, As-Siyasi : Journal of Constitutional Law, 1.2 (2022), 14–33 

<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>. 

https://www.sukabumiupdate.com/tag/disabilitas
https://www.sukabumiupdate.com/tag/disabilitas
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kebutuhan khusus ini pada bilik suara berhak mendapatkan bantuan 

pendampingan yang dilatih secara khusus. Kedua, akses ke tempat 

pemungutan suara di hari pemilihan. Bagi penyandang disabilitas daksa 

yang menggunakan kursi roda, penting untuk dipastikan bahwa lokasi TPS 

bisa diakses atau dilalui. Ketiga, akses untuk mendapatkan informasi 

seputar pemilu. Bagi disabilitas rungu, mereka membutuhkan penerjemah 

(sign interpreter) untuk mengerti materi informasi oral yang disampaikan. 

Keempat, hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih (right to be 

elected).
10

 

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi 

Masyarakat KPU Lampung Antoniyus Cahyana mengatakan angka 

partisipasi pemilih penyandang disabilitas tahun 2019 hanya 31,82%, 

jumlah pemilih disabilitas berdasarkan data pemilu 2019 ialah 1.894 dari 

jumlah 5.952 disabilitas di Lampung.
11

 Dua hal tersebut terjadi karena 

kurangnya peran dari pemerintah yang menjalankan fungsi dan tugas nya 

dalam dunia politik, untuk meningkatkan jumlah partisipan dari 

penyandang disabilitas perlu adanya sosialisasi pendidikan politik, dengan 

adanya pendidikan politik sangat membantu untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat untuk mengetahui politik di suatau negara 

                                                             
10 Abdulloh Sarabiti, “Problematika Aksesbilitas Terhadap Kelompok Disabilitas Pada Pemilu 

2024”, Sukabumi Update.Com‟, 2023 <https://www.sukabumiupdate.com/opini/120777/problem-

aksesibilitas-terhadap-kelompok-disabilitas-pada-pemilu-2024>, 01 Juni 2023. 
11 Faiza Ukhti, “Pemilih Disabilitas Hanya 31.82%, KPU Lampung Gencarkan Sosialisasi”, 

RMOLLAMPUNG‟, 2021 <https://www.rmollampung.id/pemilih-disabilitas-hanya-3182-persen-kpu-

lampung-gencarkan-sosialisasi>, 01 Oktober 2021. 

https://www.sukabumiupdate.com/tag/disabilitas
https://www.sukabumiupdate.com/tag/disabilitas
https://www.sukabumiupdate.com/tag/disabilitas
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serta untuk menciptakan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara yang bertanggungjawab. 

Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 

Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang 

disabilitas Pasal 62 menjelaskan tentang peran dari pemerintah daerah 

serta masyarakat dalam mewujudkan salah satu pemenuhan hak bagi 

penyandang disabilitas, sebagaimana yang tertera pada ayat (1) dan (2) 

yang berbunyi.
12

 

1. Pemerintah daerah maupun masyarakat memfasilitasi atas 

terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, 

dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas 

2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh SKPD yang mempunyai tugsa dan fungsi di bidang politik 

dan/atau oleh lembaga masyarakat yang memfokuskan diri pada 

pendidikan politik. 

Dengan munculnya berbagai peraturan-peraturan tentang penyandang 

disabilitas tersebut memberikan ruang dan jaminan secara seluas-luasnya 

dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas 

secara utuh tanpa adanya diskriminasi lagi. Demi terpenuhinya hak-hak 

bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-

hak penyandang disabilitas pada Pasal 62 ayat 1 menyatakan bahwa 

                                                             
12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan 

Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas. 
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pemerintah daerah maupun masyarakat memfasilitasi atas 

terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan 

berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
13

 Dalam hal ini salah satu 

pemerintah daerah yang memiliki peran dan fungsi dalam memberikan 

pendidikan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol). 

Peran Kesbangpol sebagai lembaga yang memfasilitasi pendidikan 

politik untuk penyandang disabilitas sangat membantu sebagai bentuk 

upaya dalam mewujudkan salah satu hak yang harus didapatkan oleh 

penyandang disabilitas, jadi dapat disimpulkan bahwa bagi penyandang 

disabilitas juga memiliki kewajiban, hak, kedudukan serta peran yang 

sama seperti warga masyarakat lainnya dalam hal apapun karena Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin, 

menghargai serta menghormati hak-hak asasi manusia yang melekat secara 

kodrati termasuk hak politik bagi penyandang disabilitas.  

Berdasarkan pemaparan tentang latar belakang diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 62 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari 

Fiqh Siyasah”.  

 

 

                                                             
13 Ibid. 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang politik. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Sub fokus dari penelitian ini adalah Pasal 62 Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas. 

 

D. Rumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas dalam memberikan fasilitasi 

pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi dari Pasal 62 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam 

memberikan fasilitasi pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi 

Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas dalam memberikan fasilitas 

pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan dari fikih siyasah terhadap implementasi 

Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 

tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 

dalam memberikan fasilitas pendidikan politk di Kesbangpol Provinsi 

Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka manfaat serta 

kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bentuk dalam 

berbagai ilmu dan bisa menjadi bahan atau referensi untuk menambah 

pengetahuan tentang permasalahan yang terdapat di Undang-Undang 

maupun peraturan tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi 

penyandang disabilitas yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam. 

2. Kegunaan praktis peneliian ini sebagai berikut: 

a. Bagi para penyadang disabilitas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan kepada penyandang disabilitas tentang 



11 
 

 
 

pemenuhan hak-hak bagi penyadang disabilitas agar di perjuangan 

dan memperoleh hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan kesadaran 

bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga 

masyarakat juga yang memiliki dan mempunyai hak, kewajiban, 

kedudukan serta peran yang sama seperti warga masyrakat pada 

umumnya. 

c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan penulis wawasan serta 

pengetahuan tentang pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar‟iyah) yang berkaitan dengan implementasi dari Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 pada Pasal 62 

tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang 

disabilitas di bidang politik yang memfokuskan kepada 

memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas serta 

untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 

Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan eksplorasi untuk 

mendapatkan beberapa refrensi yang masih relevan dengan penelitian 

terdahulu terhadap objek penelitian pada  saat ini selain itu menjadi salah 

satu syarat untuk terhindar dari tindakan plagiarism atau mencontek karya 

orang lain. Berdasarkan eksplorasi yang penulis lakukan pada literature, 
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penulis menemukan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian saat ini sebagai berikut: 

1. Skripsi karya Yoga Maulana Ibrahim, 2018, yang berjudul “Hak 

Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari 

Siyasah Dusturiyah”, penelitian Yoga menjelaskan tentang hak politik 

yang didapatkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.14 Lalu, 

persamaannya terletak pada hak yang harus didapatkan bagi 

penyandang disabilitas. Sedangkan, yang membedakan penelitian 

Yoga dengan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas tentang 

hak mendapatkan pendidikan politik sedangkan penelitian Yoga 

berbicara tentang hak politik secara menyuluruh berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

2. Skripsi karya Jodi Agustin Kusuma, 2019, dengan judul “Strategi 

Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan 

Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 

2019”, menjelaskan mengenai peran dari KPU dalam memberikan 

pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.15 Dan persamaan nya 

mengenai hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas di 

bidang politik. Serta, perbedaan nya terletak pada peran suatu lembaga 

                                                             
14

 Yoga Maulana Ibrahim, „Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah‟. 
15

 Jodi Agustin Kusuma, „Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan 

Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019‟. 
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atau badan, penelitian Jodi menggunakan peran dari KPU sedangkan 

penelitian ini menggunakan peran dari Kesbangpol, sedangkan 

3. Jurnal oleh Mugi Riskiana Halalia, Tahun 2017 “Pemenuhan Hak 

Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Yogyakarta” yang menjelaskan bahwa KPU Kota 

Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak politik 

penyandang disabilitas dalam Pemilu melakukan upaya-upaya seperti, 

memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik 

bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang 

disabilitas dalam pemilihan umum.
16

 Sedangkan, persamaan nya 

adalah memahas tentang hak-hak untuk penyandang disabilitas dalam 

politik. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan yang 

digunakan, penelitian penulis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas sedangkan jurnal tersebut menggunakan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2105 tentang Penyandang 

Disabilitas. 

4. Jurnal dari Nizar Nazlia, Heri Kusmanto, M.Aswin Hasibuan dan 

Bahrum Jamil, Tahun 2019 Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi 

Publik, Ilmu komunikasi dengan judul “Peran Komisi Pemilihan 

                                                             
16 Mugi Riskiana Halalia, „Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Yogyakarta By : Mugi Riskiana Halalia **‟, Jurnal Supremasi Hukum, 6.2 (2017), 1–24 <http://ejournal.uin-

suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2016/1492>. 
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Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi 

Penyandang Disabilitas” yang memebahas tentang dengan adanya 

pendidikan politik maupun sosialisasi pemilu yang diadakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan tentunya mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya disabilitas dalam 

setiap pemilihan.
17

 Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian ini yang mana terletak pada memfokuskan fungsi suatu 

lembaga atau badan yang bergerak di bidang politik. Perbedaan dengan 

penelitian penulis adalah terletak pada peran lembaga atau badan yang 

menjalankan fungsi nya sebagai sarana memberikan pendidikan 

politik, penelitian penulis menggunakan Kesbangpol sebagai objek 

penelitian. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian dengan judul Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Fiqh Siyasah adalah murni hasil 

karya penulis sendiri tanpa ada unsur plagiarism. Adapun penelitian 

terdahulu digunakan sebagai bentuk perbandingan untuk melihat 

perbedaan pada penelitian ini. 

 

                                                             
17 Nizar Nazlia, dkk., „Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan 

Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Medan)‟, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 

Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1.1 (2019), 20–27 

<https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.139>. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk melakukan 

penelitian, hal ini dilakukan untuk mencari sumber-sumber untuk diteliti, 

adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research yang dilakukan 

dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan dan melihat 

secara dekat objek yang akan diteliti di Kesbangpol Provinsi 

Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana 

menggunakan metode dengan cara mendeskripsikan atau memberi 

gambaran objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah 

terkumpul. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada 

wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan 

diamati/diteliti.
18

 Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi 

adalah Kesbangpol Provinsi Lampung khusunya bidang politik 

                                                             
18 Supardi, „Populasi Dan Sampel Penelitian‟, Unisia, 13.17 (1993). 
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dalam negeri yang berjumlah 8 orang dan penyandang disabilitas 

di Provinsi Lampung berjumlah 5.952 serta yang menjadi subjek 

penelitian di Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi dengan 

jumlah 164 orang. 

b. Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan 

subyek penelitian sebagai "wakil" dari para anggota populasi.
19

 

Sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kesbangpol di 

bidang Politik Dalam Negeri yang memfokuskan pada Sub Bidang 

Pendidikan Politik yang terdiri dari 1 kabid dan 8 staff, dan yang 

akan menjadi sampel berjumlah 7 orang, 1 kepala bidang politik 

dalam negeri, 1 kepala sub bidang pendidikan politik dan 1 kepala 

sub bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan 

partai politik serta, 1 kepala sekolah, 1 penyandang disabilitas, 1 

guru, dan 1 staf Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan tekhnik 

purposive sampling yaitu tekhnik yang digunakan pada penelitian 

sampel mana yang paling bermanfaat dan memiliki relevansi 

dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

 

 

 

                                                             
19 Ibid., 101. 
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3. Sumber Data  

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang sudah penulis paparkan 

diatas, maka penulis menggunakan sumber-sumber pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta 

menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara dan 

informan adalah orang-orang yang paham atau terlibat langsung 

dengan permasalahan penelitian. Informan dari penelitian ini 

adalah pihak Kesbangpol di bidang politik yang memfokuskan 

kepada Sub Bidang pendidikan politik serta penyandang 

disabilitas. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku 

referensi, jurnal serta literatur-literatur, skripsi, dan pendapat dari 

para ahli atau sumber data yang relevan dengan penelitian ini guna 

melengkapi dalam penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 



18 
 

 
 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung. 

b. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan untuk 

mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini berupa 

dokumen-dokumen yang berupa arsip-arsip, foto, catatan, dan 

buku, serta penulis menggunakan studi kepustakaan untuk 

mempelajari berbagai referensi literatur yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memproleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data 

yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada 

umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut.
20

 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Untuk menghindari kesalahan dalam mengumpulkan data 

dibutuhkan metode pemeriksaan data dengan cara memeriksa atau 

mengoreksi data-data yang sudah terkumpul apakah sudah cukup 

atau sudah relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

b. Rekonstruksi Data (reconstructing) 

Metode yang dilakukan dengan cara menyusun ulang data 

secara teratur dan logis dan sistematis agar mudah dipahamin. 

                                                             
20 Nuari, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, 27 . 
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c. Sistematis Data (systematizing) 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara 

menempatkan data yang sudah di peroleh dan di klasifikasi secara 

sistematis berdasarkan urutan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif 

yang mana data yang dihasilkan bukan berupa angka melainkan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian ini 

dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang 

diperoleh di lapangan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disusun secara sistematis dan 

terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

Bab satu pada bab satu ini berisi pendahuluan yang memuat tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu 

yang relevan, serta metode penelitian. 

Bab dua yang berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan 

dengan permasalahan yang terdapat di penelitian menggunakan teori fiqh 
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siyasah dan seacara khusus menggunakan siyasah tanfdziyyah serta teori 

tentang penyandang disabilitas, dan hak-hak bagi penyandang disabilitas. 

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang membahas tentang 

gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta yang berdasarkan di 

lapangan. 

Bab empat memuat tentang analisis data berupa temuan penelitian 

tentang implementasi pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi 

Penyandang Disabilitas. 

Bab lima sebagai penutup membahas tentang kesimpulan dari 

penelitian yang dibahas serta rekomendasi sebagai saran yang diperlukan 

untuk kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Sesuai dengan pemaparan yang sudah dilakukan diatas serta hasil dari 

penelitian mengenai judul Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak penyandang 

Disabilitas (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung), maka penulis 

berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 

Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas tidak terlaksana karena belum ada program serta dana untuk 

penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitas pendidikan politik 

di Kesbangpol Provinsi Lampung. 

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 62 Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan 

dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak terlaksana, hal 

ini dibuktikan dengan belum maksimalnya Siyasah Tanfidziyyah dalam 

penerapan Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 

Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti akan 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Kesbangpol Provinsi Lampung, perlu adanya koordinasi dengan 

stakeholder terkait tentang para penyandang disabilitas yang ada di 

Provinsi Lampung agar pelaksanaan pendidikan politik yang 

dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi Lampung tersebar secara 

merata dan tidak terlihat diskriminasi serta penyandang disabilitas 

mendapatkan fasilitas yang sama seperti masyarakat yang bukan 

penyandang disabiltas. 

2. Bagi KPU, perlu diperhatikan lagi terkait sosialisasi yang diberikan 

kepada penyandang disabilitas, bukan hanya sosialisasi tata cara 

pencoblosan saja sehingga penyandang disabilitas memiliki kesetaraan 

hak yang sama seperti masyrakat yang bukan penyandang disabilitas. 
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